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ABSTRAK 

Muh. Rais Mukram Latif, Tahun 2023 Implementasi Alokasi Dana Desa di Desa 

Bontoala Kab. Gowa Dalam Mewujudkan Pembangunan. Fakultas Ekonomi Dan 

Bisnis Muhammadiyah Makassar. Di bimbing oleh Pembimbing I Dr. Ansyarif 

Khalid, dan Pembimbing II Saida Said. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

pengelolaan alokasi dana desa di Desa Bontoala. Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari 

‘’Implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Bontoala Kab. Gowa Dalam 

Mewujudkan Pembangunan’’ menunjukkan bahwa 1) Pengimplementasian 

Alokasi Dana Desa Di Desa Bontoala sudah berjalan efektif.  2) Kontribusi yang 

di hasilkan dari Alokasi Dana Desa juga sudah terpenuhi dengan partisipasi dari 

toko masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda serta tokoh perempuan saat 

merencanakan anggaran tersebut. .3) Faktor yang menghambat pengimple-

mentasian adalah banyaknya masyarakat yang belum faham tujuan dari 

pembangunan yang dibangun pemerintah desa sehingga menghambat ber-

jalannya pembangunan di desa bontoala  

 

Kata Kunci; Implementasi, Alokasi Dana Desa, Pembangunan Desa
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ABSTRACT 

Muh. Rais Mukram Latif, Year 2023 Implementation of Village Fund Allocation 

in Bontoala Village, Kab. Gowa in Realizing Development. Faculty of Economics 

and Business Muhammadiyah Makassar. Supervised by Advisor I Dr. Ansyarif 

Khalid and Supervisor II Saida Said 

The purpose of this research is to find out how village fund allocation is 

managed in Bontoala Village. Data collection techniques in this study by 

observation, interviews and documentation. The results of ''Implementation of 

Village Fund Allocation in Bontoala Village, Kab. Gowa in Realizing 

Development'' shows that 1) Implementation of Village Fund Allocation in 

Bontoala Village has been running effectively. 2) Contributions generated from 

Village Fund Allocations have also been fulfilled with the participation of 

community shops, religious leaders, youth leaders and women leaders when 

planning the budget. 3) The factor that hinders implementation is the large 

number of people who do not understand the purpose of the development that 

was built by the village government so that it hinders the progress of 

development in Bontoala village 

 

Keywords; Implementation, Allocation of Village Funds, Village 

Development 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Program pemerintah Indonesia yang dikenal sebagai Alokasi Dana 

Desa bertujuan untuk membantu desa-desa dalam pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Tujuan dari program ini adalah untuk 

meningkatkan kesehatan dan otonomi desa.  

Implementasi alokasi dana desa adalah bagaimana dana yang 

diberikan oleh pemerintah pusat atau daerah kepada desa untuk mendorong 

pembangunan lokal digunakan. Proses ini mencakup perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi untuk memastikan 

bahwa dana tersebut digunakan secara transparan dan efektif untuk 

pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat di tingkat desa. 

Dana Desa memiliki banyak manfaat yang signifikan. Pertama, ia 

memungkinkan desa untuk membangun infrastruktur dasar seperti jalan, air 

bersih, dan sanitasi, yang dapat meningkatkan kualitas hidup warga. Kedua, 

alokasi ini membantu pertumbuhan ekonomi lokal melalui pembangunan usaha 

mikro dan kecil, pertanian, dan agrowisata. Di daerah pedesaan, dana desa juga 

dapat digunakan untuk meningkatkan akses ke pendidikan dan layanan 

kesehatan. Dengan memberikan pilihan langsung kepada masyarakat tentang 

bagaimana dana ini digunakan, alokasi Dana Desa juga dapat meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan 

lokal. 
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Beberapa hal dapat menghambat penggunaan Dana Desa dengan 

sukses. Yang pertama adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas, yang 

mengakibatkan ketidakjelasan tentang bagaimana dana digunakan, dan 

kurangnya mekanisme pengawasan dan pelaporan yang efektif, yang dapat 

menyebabkan penyalahgunaan atau korupsi. Yang kedua adalah keterbatasan 

kapasitas pengelolaan, yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan dan 

keterampilan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek, yang 

dapat menyebabkan hasil yang tidak sesuai dengan harapan. Ada tiga hal yang 

dapat menyebabkan proyek yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi 

lokal jika tidak ada keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan 

pemantauan. Empat, desa mungkin menghadapi kesulitan dalam merencanakan 

dan menjalankan proyek dengan baik jika mereka tidak menerima dukungan 

teknis yang memadai dari pemerintah daerah atau lembaga terkait. Faktor Lima, 

Korupsi, dan Penyalahgunaan dapat menyebabkan uang yang seharusnya 

digunakan untuk pembangunan dan layanan masyarakat terkuras. Enam, 

Kepemimpinan yang tidak stabil Tujuh, tidak cukup sumber daya. Delapan, 

Hambatan Infrastruktur dan Akses Sembilan, Kondisi Eksternal: Faktor-faktor 

eksternal, seperti bencana alam atau konflik, dapat mengganggu pelaksanaan 

proyek dan program.  

Alokasi dana desa (ADD) adalah bentuk pemenuhan hak desa untuk 

menjalankan otonominya sehingga dapat berkembang dan berkembang sesuai 

dengan perkembangan desa. Dengan dana desa, pemerintah desa bertanggung 

jawab untuk mengelolanya dengan baik. Efektif yang dimaksud adalah seberapa 

baik pemerintah desa menggunakan dana desa. Pemerintahan desa harus 
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berkembang seiring dengan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan 

sekitarnya. Beberapa hal yang menghambat pelaksanaan pembangunan adalah 

masyarakat belum memahami tujuan dari pembangunan yang dibangun 

pemerintah desa, yang menghambat proses pembangunan di Bontoala. 

Pemerintah desa menerima Dana Desa dengan harapan akan bermanfaat bagi  

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan 

adalah semua bagian dari pengelolaan keuangan desa. Perencanaan: dalam 

kamus besar bahasa Indonesia, "rencana" didefinisikan sebagai "maksud", "niat", 

"ancangan", dan "buram" (konsep atau rangka kerja yang akan dilakukan).   

Penganggaran: Setelah RKP desa ditetapkan, APBD desa disusun. 

Rencana kegiatan dan rencana anggaran yang ditetapkan dalam RKP pedesaan 

digunakan sebagai dasar penganggaran. Anggaran pendapatan dan belanja 

desa (APBD) adalah rencana anggaran tahunan pemerintah desa yang bertujuan 

untuk melaksanakan rencana dan kegiatan di wilayah hukum desa. 

Pelaksanaan: Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan 

membuka rekening kas desa di bank yang ditunjuk oleh bupati atau wali kota. 

Pemerintah Desa dan Kepala Urusan Keuangan menandatangani rekening kas 

desa. Penatausahaan: Kepala Urusan Keuangan, sebagai pelaksana fungsi 

kebendaharaan, bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan. Pelaporan dan 

Pertanggungjawaban: Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB 

Desa untuk semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat dan 

laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota 

melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Pencatatan pada buku kas umum 

ditutup setiap akhir bulan. 
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B. Rumusan Masalah 

Untuk Desa Bontoala, Kabupaten Gowa, penerapan alokasi dana desa 

sangat penting untuk pembangunan yang berkelanjutan. Namun demikian, ada 

beberapa pertanyaan yang perlu dijawab tentang penggunaan alokasi dana desa 

di Desa Bontoala. Pertanyaan-pertanyaan tersebut meliputi:  

1. Bagaimana penggunaan alokasi dana desa dilakukan di Desa Bontoala?  

2. Bagaimana Kontribusi Alokasi Dana Desa (ADD) membantu 

mewujudkan pembangunan di Desa Bontoala?  

3. Apa saja hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan penggunaan alokasi 

dana desa di Desa Bontoala? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. mengetahui bagaimana alokasi dana desa digunakan di Desa Bontoala, 

Kabupaten Gowa, dan  

2. mengetahui seberapa besar kontribusinya terhadap upaya 

pembangunan di tingkat desa.  

3. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan alokasi dana desa di Desa 

Bontoala. 

D. Manfaat Penelitian 

Diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan memberikan kontribusi 

teoritis dan praktis. 
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1. Manfaat teoritis, penelitian ini dapat memperluas pemahaman kita 

tentang implementasi alokasi dana desa dan faktor-faktor yang 

memengaruhi keberhasilannya. 

2. Manfaat praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan kepada 

pemerintah desa dan pihak terkait untuk memperbaiki kebijakan dan 

praktik implementasi alokasi dana desa di Desa Bontoala. Selain itu, 

penelitian ini juga dapat memberikan panduan bagi desa-desa lain 

dalam mengoptimalkan penggunaan alokasi dana desa daerah
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian dan Jenis Desa 

1. Pengertian Desa 

Desa berasal dari kata "dhesi" dalam bahasa Sansekerta, yang berarti 

"tanah kelahiran". Oleh karena itu, sebuah desa dipandang dari sudut pandang 

sosial dan budaya selain dari bentuk fisiknya. Pemerintahan terkecil di negara ini 

adalah desa. "Desa" didefinisikan dalam kamus besar bahasa indonesia sebagai 

kesatuan wilayah yang dihuni oleh berbagai keluarga dan memiliki sistem 

pemerintahan sendiri.   

Desabiasanya tidak terlalu luas, dan banyak keluarga tinggal di sana. 

Mayoritas penduduknya bekerja di sektor agraris, dan karena jumlah 

penduduknya yang sedikit, tingkat penduduknya cenderung rendah. Hubungan 

kerabatan antar masyarakatnya biasanya kuat. Selain itu, masyarakat percaya 

dan menjaga tradisi dan adat istiadat yang diwariskan oleh leluhur mereka.   

Menurut UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, desa adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur 

dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang 

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Raharjo, 2020 : 2). 

Menurut sutardjo kartodikusumo (2002) dalam Pratiwi (2021 : 6), desa adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang  

Berbeda dengan landis (1948) yang mendefinisikan desa sebagai 

suatu tempat di mana kurang dari 2.500 orang tinggal dan memiliki ciri-ciri 

berikut: 
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1) Mempunyai hubungan akrab antar individu 

2) Ada hubungan emosional yang sama dengan kebiasaan. 

3) Usaha bersifat agraris dan sangat dipengaruhi oleh alam. 

Bawano dan Setyadi menyatakan bahwa masyarakat desa memiliki 

beberapa karakteristik yang membedakannya dengan kota. Salah satu 

karakteristik desa adalah sebagai berikut: (Raharjo, 2021: 6)  

1) Kehidupan masyarakat desa dianggap sangat terkait dengan alam, 

seperti yang ditunjukkan oleh lokasi geografis mereka yang 

biasanya jauh dari pusat kota. 

2) Sebagian besar orang yang tinggal di desa adalah petani, dan mata 

pencaharian mereka terutama bergantung pada pertanian, yang 

sangat bergantung pada musim.  

3) Desa merupakan kesatuan sosial dan kesatuan kerja, dan  

4) Perekonomian masyarakat desa masih berhubungan dengan mata 

pencahariannya karena struktur struktur ekonomi yang ada di desa 

bergantung pada mata pencahariannya.  

5) Moral dan hukum informal seperti adat juga masih sangat 

memengaruhi hubungan sosial 

6) Norma agama dan adat masih kuat dan terkadang diutamakan. 

2. Jenis Desa 

Desa, atau desa lain dengan nama yang sangat berbeda, pada 

awalnya merupakan organisasi kemasyarakatan lokal dengan batas wilayah, 

banyak penduduk, dan praktik self-governing community. Desa termasuk dalam 

tiga kategori berdasarkan peran dan fungsinya:  
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1) Desa Adat (Komunitas Pemerintahan Sendiri): Desa jenis ini adalah 

embrio (cikal-bakal) desa di seluruh negeri, berbasis suku 

(genealogis), memiliki batas wilayah, memiliki otonom, sistem 

pemerintahan asli, dan komunitas. 

2) Desa Otonom: Desa ini tidak lagi dipengaruhi oleh adat istiadat 

lokal. Desa ini memiliki otonomi dan kekuasaan untuk perencanaan 

dan pelayanan publik, serta keuangan, dengan anggaran 

pendapatan dan belanja desa 

3) Desa Administratif: Desa administratif termasuk dalam subsistem 

pemerintah kabupaten atau kota dan memiliki batas wilayah yang 

jelas. Pemerintah negara bagian setempat (atau pemerintah negara 

bagian lokal) adalah nama yang sering digunakan untuk desa ini. 

Desa jenis ini memiliki autonomi yang sangat terbatas dan tidak 

jelas. 

Menurut Rahmadana (2021:18), perencanaan pembangunan desa 

disusun secara berjangka, menurut Oktarini Putri, yang mencakup hal-hal 

berikut: 

1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang akan 

berlangsung selama 6 (enam) tahun. 

2) Rencana Pembangunan Tahunan Desa, juga dikenal sebagai 

Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penyusunan RPJM 

Desa selama satu tahun. Dalam rangka perencanaan 

pembangunan desa, pemerintah desa melaksanakan tahapan yang 

meliputi: RPJM Desa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 
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tiga bulan setelah pelantikan Kepala Desa. Proses penyusunan 

RPJM Desa termasuk:  

a. Pembentukan tim penyusun RPJM Desa;  

b. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan 

kabupaten/kota;  

c. Pengkajian keadaan desa; 

d. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah 

desa; 

e. Penyusunan rancangan RPJM Desa;  

f. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah 

perencanaan pembangunan desa;  

g. Penetapan RPJM Desa b. Penyusunan Dalam menyusun 

rancangan RKP desa, seseorang harus mempertimbangkan hal-

hal berikut: Hasil musyawarah desa; Pagu indikatif; dan 

Pendapatan asli desa.  

Selanjutnya, rencana kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan 

pemerintah kabupaten/kota harus dipertimbangkan. 

Jaringan aspirasi yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota; Hasil 

pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Kesepakatan kerja sama antar desa; 

dan Kesepakatan kerja sama desa dengan pihak ketiga. Tujuan pembangunan 

pedesaan adalah untuk menciptakan kawasan pedesaan yang mandiri, 

berwawasan lingkungan, selaras, serasi, dan bersinergi dengan kawasan lain 

melalui pembangunan holistik dan berkelanjutan. Tujuan ini bertujuan untuk 

mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, makmur, dan makmur 
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B. Pembangunan Desa 

Pembangunan dipandang tidak hanya sebagai suatu hasil tertentu, 

tetapi juga sebagai cara proses berjalan sehingga mencapai tujuan yang 

ditetapkan sebelumnya. Untuk mengoptimalkan proses penyelenggaraan 

pembangunan agar dapat menghasilkan perubahan yang diinginkan atau 

direncanakan, penting untuk memahami semua elemen yang mendukung dan 

berkaitan dengan pembangunan, seperti lingkungan, sosial, dan ekonomi. 

 

Menurut Alexander (1994) dalam Anggara (2016:18), pembangunan 

(development) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, 

termasuk politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, 

institusi, dan budaya. 

Menurut Siagian dalam Rahmadana Engkus (2021:18), pembangunan 

adalah semua upaya yang dilakukan oleh suatu Negara bangsa untuk bertubuh, 

berkembang, dan berbuah dalam semua aspek kehidupan dan penghidupan 

Negara bangsa yang bersangkutan secara sadar dan terencana dalam rangka 

pencapaian tujuan akhir. 

Rahmadana (2021:18) mendefinisikan Permendagri No. 114 Tahun 

2014 tentang Pembangunan Desa sebagai: 

“Untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat 
Desa, pembangunan desa dilaksanakan melalui tahapan kegiatan 
yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dan melibatkan Badan 
Permusyawaratan Desa dan unsur-unsur masyarakat. Untuk mencapai 
tujuan pembangunan desa, sumber daya desa dialokasikan dan 
digunakan secara tepat. Pemerintah Desa menyusun perencanaan 
pembangunan desa sesuai dengan kewenangan mereka dengan 
memanfaatkan sumber daya yang tersedia.” 

Raharjo menjelaskan bahwa pembangunan adalah proses, cara, atau 

tindakan membangun, sejalan dengan pendapat Rahmadana. Sebenarnya, 
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pembangunan dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat. Akibatnya, untuk 

dilaksanakan, harus melibatkan masyarakat dan dapat diterima oleh seluruh 

lapisan masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Pembangunan 

adalah proses perbaikan fisik dan pembangunan manusia ke arah yang lebih 

baik, seperti kemajuan ekonomi, pendidikan, dll. (Raharjo, 2021: 213-214). Hal ini 

sejalan dengan pendapat Anggara :  

“Pembangunan dapat didefinisikan secara sederhana sebagai proses 
perbaikan ke arah yang lebih baik. Ini tidak dilakukan secara instan, 
tetapi melalui proses yang berlaku dari tahap formulasi hingga evaluasi, 
sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana, 
memberi manfaat kepada masyarakat, dan mengevaluasi kekurangan 
pelaksanaannya (Anggara, 2016:20). 

Setiap tahun, dana desa dialokasikan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, yang berarti membangun infrastruktur dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Peraturan Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal.  

1. Lingkungan pemukiman;  

2. Transportasi, energi;  

3. Informasi dan komunikasi;  

4. Kesehatan Masyarakat; 

5. Pendidikan dan kebudayaan;  

6. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan; 

dan  

7. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada 

kebijaksanaan ekonomi pertanian. 

8. Penanganan bencana alam 

9. Pelestarian lingkungan hidup, dan Penanganan kejadian luar biasa 

lainnya 
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Selain itu, pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

hidup masyarakat desa dan menurunkan kemiskinan melalui pemenuhan 

kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi 

ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara 

berkelanjutan. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan adalah semua 

langkah dalam pembangunan desa. Untuk mewujudkan perdamaian dan 

keadilan sosial, pembangunan desa mengedepankan kebersamaan, 

kekeluargaan, dan kegotongroyongan.  

Pasti, peningkatan infrastruktur dan kualitas hidup di daerah pedesaan 

dikenal sebagai "pembangunan desa". Ini mencakup upaya untuk meningkatkan 

akses orang-orang di desa terhadap layanan dasar seperti pendidikan, 

kesehatan, dan air bersih. Selain itu, melalui pembentukan usaha mikro, kecil, 

dan menengah (UMKM) dan pemberdayaan masyarakat setempat, 

pembangunan desa berusaha untuk meningkatkan ekonomi lokal. Pemerintah, 

lembaga swadaya masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan biasanya 

mendukung inisiatif ini. Dalam proses membangun desa, ada beberapa 

tantangan yang sering dihadapi. Beberapa di antaranya meliputi, Keterbatasan 

Sumber Daya Finansial, Infrastruktur yang Tidak Memadai, Kurangnya Akses ke 

Pendidikan dan Kesehatan, Kurangnya Akses ke Teknologi dan Informasi, Keterbatasan 

Keterampilan dan Pengetahuan, Ketergantungan pada Sektor Pertanian, Kurangnya 

Partisipasi Masyarakat, Ketidakstabilan Politik dan Konflik, dan Isolasi Geografis. 

Namun, ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menghindari atau 

mengatasi tantangan ini dalam proses pembangunan desa yaitu Perencanaan yang 

Matang, Pemberdayaan Masyarakat, Diversifikasi Ekonomi, Peningkatan 

Keterampilan, Pengembangan Infrastruktur, Pemanfaatan Teknologi, 



13 
 

 
 

Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan, Kerjasama dan Kemitraan, 

Pemberian Insentif dan Dukungan Keuangan, serta Pemantauan dan Evaluasi. 

C. Implementasi Kebijakan Publik  

Menurut Dwidjowijoto dalam Magdalena dkk (2017) dalam Rahmadana 

(2021 : 13), implementasi kebijakan adalah cara sebuah kebijakan dapat 

mencapai tujuannya. Tidak ada yang kurang atau lebih. Untuk menerapkan 

kebijakan publik, ada dua cara. Pertama, mereka dapat diterapkan secara 

langsung dalam bentuk program; kedua, mereka dapat diterapkan melalui 

pembuatan kebijakan yang berasal atau berasal dari kebijakan publik tersebut. 

Implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh individu dan 

kelompok, baik publik maupun swasta, untuk mencapai tujuan yang ditetapkan 

dalam keputusan kebijakan. Definisi ini mengacu pada upaya untuk mengubah 

keputusan menjadi kegiatan operasional dan mencapai perubahan seperti yang 

dibuat oleh keputusan kebijakan (Magdalena 2017). 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, implementasi dapat 

didefinisikan sebagai kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana 

kebijakan dengan harapan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan atau 

sasaran kebijakan itu sendiri. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik 

tentang implementasi kebijakan publik, kita harus memahami variabel dan 

komponen yang mempengaruhinya. Dengan demikian, suatu model kebijakan 

diperlukan untuk menyederhanakan konsep implementasi kebijakan. 

George Edward III mengembangkan model implementasi yang dapat 

digunakan untuk melihat implementasi kebijakan; dalam Magdalena (2017), dia 

menggambarkan implementasi kebijakan sebagai proses dinamis yang 

dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi. Untuk mengetahui 
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bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi, faktor-faktor 

tersebut harus ditampilkan. 

Menurut beberapa pengertian dan definisi di atas, implementasi adalah 

kumpulan tindakan yang dilakukan untuk menerapkan kebijakan untuk mencapai 

tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Implementasi kebijakan 

adalah proses di mana pelaksana kebijakan melakukan tindakan atau kegiatan 

untuk mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri. Hal ini 

sejalan dengan apa yang dikatakan Grindle dalam Nugroho (2021), yang 

menyatakan bahwa evaluasi keberhasilan implementasi kebijakan dapat 

dilakukan dengan melihat prosesnya: menilai apakah pelaksanaan program 

memenuhi tujuan yang telah ditentukan dan apakah tindakan program dilakukan 

sesuai dengan rencana. 

Peneliti menggunakan model pendekatan implementasi kebijakan yang 

dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Unjirin (2020) untuk 

melakukan analisis implentasi kebijakannya.  

“Proses analisa implementasi ini merupakan abstraksi atau performansi 
pengejewantahan kebijakan yang pada dasarnya dilakukan untuk 
mencapai kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung 
dalam hubungan berbagai variabel. Menurut model ini, keputusan politik, 
pelaksanaan, dan kinerja kebijakan publik berjalan secara linear”.  

Menurut model ini, ada sejumlah variabel yang saling berkorelasi yang 

memengaruhi kinerja kebijakan. Variabel-variabel ini termasuk:  

1) Standar dan tujuan kebijakan;  

2) Sumber daya 

3) Karakteristik organisasi pelaksana 

4) Pandangan pelaksana 

5) Komunikasi dan kegiatan pelaksanaan antar organisasi terkait; dan 

6) Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik 



15 
 

 
 

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan atau program dapat diukur. 

Secara definisi dalam Ahmad Subandi (2018: 21), menurut woll yang dikutip oleh 

Hessel  

“Kebjakan publik adalah kumpulan tindakan yang dilakukan 
pemerintah untuk menyelesaikan masalah masyarakat, baik secara 
langsung maupun melalui lembaga yang berdampak pada masyarakat. 
Pertama, kebijakan dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan 
masyarakat; kedua, hasil kebijakan disampaikan kepada masyarakat 
dalam bentuk program; dan ketiga, bagaimana kebijakan berdampak 
pada kehidupan masyarakat”. 

Untuk mencapai tujuan kebijakan publik, syarat-syarat berikut 

diperlukan dan diperlukan, menurut Sabatier dan Mazmanian (1983):  

1) Tujuan kebijakan jelas dan konsisten  

2) Kebijakan memiliki kausalitas teori 

3) Proses implementasi terstruktur secara koheren 

4) Aparatur pelaksana, terutama pimpinan terampil, dan komitmen 

untuk menerapkan kebijakan publik, adalah tahap penting dalam 

proses kebijakan di mana rencana kebijakan diimplementasikan. Ini 

mencakup tindakan konkret untuk menerapkan kebijakan yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga yang relevan. 

Implementasi dapat menjadi sulit karena melibatkan banyak orang, 

sumber daya yang terbatas, dan situasi yang kompleks. Langkah-

langkah untuk Melaksanakan Kebijakan: 

5) Perencanaan Implementasi: Pada fase ini, rencana untuk 

melaksanakan kebijakan dibuat. 

6) Koordinasi: Banyak departemen, lembaga, dan pihak terkait terlibat 

dalam implementasi kebijakan, jadi koordinasi yang baik diperlukan 

untuk memastikan semua pihak bekerja sama sesuai dengan 

rencana. Untuk memastikan ini terjadi, informasi tentang kebijakan 
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harus dikomunikasikan dengan baik kepada semua pihak terlibat 

dan masyarakat. Ini dapat mencakup pembagian sumber daya, 

pelaksanaan program, atau perubahan peraturan. 

7) Pemantauan: Proses ini mencakup melacak pelaksanaan kebijakan 

secara teratur. Perbaikan dapat dilakukan jika terjadi 

ketidaksesuaian dengan rencana. 

8) Evaluasi: Evaluasi dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh 

kebijakan telah mencapai tujuan. Baik efek positif maupun negatif 

dari kebijakan dikaji secara menyeluruh. 

Pemerintah menghadapi kesulitan dalam menerapkan kebijakan publik : 

1) Kompleksitas: Pelaksanaan kebijakan dapat menjadi sulit karena 

melibatkan banyak faktor, seperti struktur organisasi, regulasi, dan 

budaya. 

2) Kurangnya Sumber Daya: Pelaksanaan kebijakan dapat terhambat 

jika ada kekurangan sumber daya, baik sumber daya manusia 

maupun finansial.  

3) Perlawanan dan Oposisi: Beberapa pihak atau kelompok mungkin 

tidak setuju dengan kebijakan, yang dapat menghambat 

pelaksanaannya melalui protes atau perlawanan, dan  

4) Proses birokrasi yang rumit 

Pemerintah juga harus memiliki rencana untuk mengatasi masalah ini, 

seperti, partisipasi masyarakat, pelatihan dan peningkatan kapasitas, 

transparansi, adaptasi fleksibel.  

 



17 
 

 
 

D. Proses Kebijakan Publik 

Langkah-langkah yang diambil untuk menerapkan kebijakan yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga publik dikenal sebagai proses 

kebijakan publik. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, seperti:  

1. Perencanaan: Menyusun rencana terperinci tentang bagaimana kebijakan 

akan diterapkan, termasuk alokasi sumber daya dan tanggal 

pelaksanaannya.   

2. Koordinasi: Mengatur berbagai lembaga atau instansi terkait yang 

bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan.  

3. Komunikasi: Memberikan informasi kepada publik tentang tujuan, 

manfaat, dan dampak dari kebijakan yang akan diterapkan.  

4. Pelaksanaan: Tindakan nyata sesuai dengan kebijakan yang telah 

ditetapkan.  

5. Pengawasan: Mengawasi pelaksanaan kebijakan untuk memastikan 

bahwa semua langkah berjalan sesuai rencana dan mengevaluasi hasil.  

6. Evaluasi: Mengevaluasi keberhasilan kebijakan untuk mencapai tujuan 

dan menemukan perbaikan. dan 

7. Perubahan; jika diperlukan  

Serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga-

lembaga terkait untuk merumuskan, mengambil keputusan, menerapkan, dan 

mengevaluasi kebijakan yang akan berdampak pada masyarakat dikenal sebagai 

proses kebijakan publik. Rencana kebijakan dapat diimplementasikan melalui 

beberapa tahap penting dalam proses ini. Tahap-tahap Proses Kebijakan Publik 

yaitu,  

1. Penentuan Isu: Proses ini dimulai dengan menentukan masalah apa yang 

harus ditangani pemerintah 
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2. Agenda Setting: Isu-isu ini dimasukkan ke dalam agenda pemerintah 

sebagai prioritas karena mereka berasal dari masyarakat, kelompok 

kepentingan, atau perubahan sosial. Pemerintah memutuskan untuk 

mengambil tindakan terkait masalah tersebut. 

3. Perumusan Kebijakan: Pada tahap ini, berbagai proposal kebijakan 

disusun untuk menyelesaikan masalah yang ada. Konsekuensi, dampak, 

dan komponen lainnya digunakan untuk memeriksa opsi ini. 

4. Pengambilan Keputusan: Kebijakan terbaik dipilih dari berbagai pilihan 

5. Implementasi: Tahap ini melibatkan proses negosiasi, penilaian risiko, 

dan pertimbangan atas pendapat berbagai pihak. Tahap ini dimulai 

setelah keputusan dibuat. Alokasi sumber daya, jadwal, dan koordinasi 

antarpihak terkait adalah bagian dari rencana yang dibuat untuk 

menerapkan kebijakan. 

6. Pemantauan dan Evaluasi: Pelaksanaan kebijakan dipantau secara 

teratur untuk memastikan bahwa berjalan sesuai dengan rencana. Efek 

kebijakan, dampaknya, dan apakah tujuan telah dicapai melalui evaluasi 

7. Pemangku Kepentingan: Pendapat dan dukungan dari berbagai pihak, 

termasuk sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat 

umum, memengaruhi bagaimana kebijakan dibuat dan diterapkan. 

8. Kondisi Politik: Faktor-faktor politik seperti kekuatan partai politik, 

pendapat publik, dan hubungan antarlembaga pemerintah memengaruhi 

proses kebijakan. 

9. Aspek Ekonomi: Kebijakan publik harus sesuai dengan nilai-nilai dan 

norma sosial serta budaya masyarakat karena mereka sering memiliki 

dampak pada ekonomi. 
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10. Lingkungan Sosial dan Budaya: Kebijakan harus sesuai dengan anggaran 

negara dan pertumbuhan ekonomi. 

E. Alokasi Dana Desa  

Program pemerintah Indonesia yang dikenal sebagai Alokasi Dana 

Desa bertujuan untuk memberikan dana kepada desa-desa untuk mendukung 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Program ini 

bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan otonomi desa.  

Setiap tahun, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 

memberikan dana kepada desa. Dana yang diberikan kepada setiap desa 

berbeda-beda tergantung pada faktor-faktor berikut: jumlah penduduk, luas, 

wilayah, dan tingkat keterbelakangan. Perhitungan ini digunakan untuk 

memberikan alokasi dana desa.     

Program pembangunan desa seperti pemberdayaan ekonomi 

masyarakat, peningkatan pendidikan dan kesehatan, dan pembangunan 

infrastruktur dasar adalah tujuan dari Dana Desa. Diharapkan bahwa alokasi 

Dana Desa dapat mempercepat pembangunan di daerah pedesaan dan 

meningkatkan kualitas hidup penduduk desa. 

Menurut Andini Winarianti (2020: 17), alokasi dana desa adalah contoh 

hubungan keuangan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. 

Wewenang pemerintah desa harus dipahami untuk membuat hubungan 

keuangan yang sesuai. Sebagai bagian dari program desentralisasi dan otonomi, 

desa membutuhkan dana untuk menggunakan kekuasaan yang diberikan 

kepada mereka. Pemerintah dan lembaga terkait mengawasi penggunaan dana 

desa untuk memastikan bahwa itu digunakan sesuai dengan rencana. Selain itu, 

program ini mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan 
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pelaksanaan pembangunan di desa. Akibatnya, masyarakat akan memiliki lebih 

banyak kekuatan untuk membuat keputusan tentang penggunaan dana tersebut.  

Bagian dari dana desa yang berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan 

Dana Perimbangan (APBN) Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh 

kabupaten disebut Alokasi Dana Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri 

(Permendagri) No. 37 Tahun 2007, Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, 

Pasal 18 menetapkan bahwa dana untuk Dana Desa harus dialokasikan sebesar 

10% dari APBD Kabupaten/Kota, yang diperoleh dari dana perimbangan 

keuangan pusat dan daerah. Dana Desa berasal dari formulasi Dana Alokasi 

Umum (DAU) dan ditambah Dana Bagi Hasil (DBH). Anggaran untuk Dana Desa 

adalah 10% dari total Dana Transfer ke Desa. Kementerian atau lembaga 

mengajukan anggaran untuk program yang berbasis desa kepada Mentri untuk 

digunakan sebagai sumber Dana Desa. Dalam kasus ini, Dana Desa akan 

memenuhi 10% dari total Dana Transfer ke daerah. Penganggaran sepenuhnya 

mengikuti mekanisme penganggaran yang diatur oleh Bendahara Umum Negara. 

Menurut Muhammad Mu'iz Raharjo (2020), pengelolaan keuangan desa 

mencakup semua tindakan seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. 

Gambar 2.1 rincian pengelolaan keuangan desa 
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a. Perencanaan: Kamus besar bahasa Indonesia mengartikan "rencana" 

sebagai maksud, niat, ancangan, dan buram (konsep atau rangka kerja 

sesuatu yang akan dilakukan).  

b. Penganggaran: Setelah RKP desa disahkan, APBD desa disusun. 

Rencana kegiatan dan rencana anggaran yang ditetapkan dalam RKP 

pedesaan digunakan sebagai dasar penganggaran. Anggaran 

pendapatan dan belanja desa (APBD) adalah rencana anggaran tahunan 

pemerintah desa yang bertujuan untuk melaksanakan rencana dan 

kegiatan di wilayah hukum desa. 

c. Pelaksanaan: Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan membuka 

rekening kas desa di bank yang ditunjuk oleh bupati atau wali kota. 

Pemerintah Desa dan Kepala Urusan Keuangan menandatangani 

rekening kas tersebut. 

d. Penatausahaan: Dalam pengelolaan keuangan, Kepala Urusan 

Keuangan menjalankan fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan 

dengan mencatat semua uang yang diterima dan dikeluarkan dalam buku 

kas umum. Pencatatan ini ditutup setiap akhir bulan. 

e. Pelaporan dan Pertanggungjawaban: Pada semester pertama APB Desa, 

kepala desa menyampaikan laporan kepada Bupati atau Wali Kota 

melalui camat dan setiap akhir tahun anggaran, kepala desa 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas realisasi APB Desa 

melalui camat. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 

3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran, yang ditetapkan dalam 

Peraturan Desa. 



22 
 

 
 

Menurut PP No 22 Tahun 2015, yang diubah oleh PP No 60 Tahun 

2014, tentang Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja 

Negara (APBN), dinyatakan bahwa:  

a) Dana Desa didistribusikan secara bertahap selama tahun anggaran 

berjalan, dengan tahap pertama pada bulan April sebesar 40%. 

Tahap II pada bulan Agustus dengan nilai 40%. Tahap III pada bulan 

Oktober sebesar dua puluh persen.  

b) Setelah minggu kedua, dana untuk setiap tahap akan didistribusikan. 

c) Dana desa disalurkan setiap tahap tidak lebih dari empat belas hari 

kerja setelah diterima di kas daerah.  

d) Jika bupati atau walikota tidak menyalurkan Dana Desa sesuai 

dengan ketentuan tahapan di atas, Menteri dapat menunda 

penyaluran Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil yang menjadi 

hak kabupaten atau kota tersebut. 

e) Sanksi Terhadap Dana Desa  

f) Sanksi administratif berupa penundaan penyaluran Dana Desa 

tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa 

g) jika jumlah SiLPA Dana Desa lebih dari 30% pada tahun anggaran 

berjalan, bupati atau walikota memberikan sanksi administratif 

kepada desa yang bersangkutan. 

h) Sanksi administratif berupa pemotongan SiLPA Dana Desa tahun 

berjalan dari tahun anggaran berikutnya.  (Nain, 2017: 214) 

F. Kerangka Pikir 

Untuk menyusun penelitian secara sistematis, kerangka pikir 

digunakan sebagai acuan. Penulis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn 
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Desa Bontoala Kecamatan 

Pallangga Kab. Gowa 

yang dikenal sebagai "A Model of the Policy Implementation" untuk membangun 

kerangka pikir ini. Menurut model ini, proses implementasi adalah abstraksi atau 

performansi pengejewantahan kebijakan yang dilakukan secara sengaja untuk 

mencapai tingkat kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung 

dalam hubungan berbagai variabel. Menurut model ini, implementasi kebijakan 

berjadwal. 

Standar, sasaran, dan tujuan kebijakan; sumber daya; karakteristik 

organisasi pelaksana; perspektif pelaksana; komunikasi antara organisasi terkait 

kegiatan pelaksanaan; dan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Pikir 

 

implementasi yang diambil dari Van Meter dan Van Horn 

1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan.  
2. Sumber daya. 
3. Karakteristik organisasi pelaksana.  
4. Sikap para pelaksana.  
5. Komunikasi antara organisasi terkait kegiatan-kegiatan 

pelaksanaan.  
6. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik 

Implementasi Alokasi Dana Desa Di Desa Bontoala Kab. 

Gowa Dalam Mewujudkan Pembangunan 
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1. Standar dan sasaran kebijakan/ ukuran dan tujuan kebijakan sudah 

sesuai karena banyak masyarakat yang merasa terbantu dengan 

adanya Alokasi Dana Desa yang digunakan pemerintah desa untuk 

melakukan pembangunan di desa Bontoala   

2. Sumber daya juga sudah memadai dan dibantu oleh alokasi dana desa 

sehingga semua yang direncanakan dengan baik dan terukur di desa 

Bontoala 

3. Karakteristik organisasi pelaksana juga sudah baik kepada masyarakat 

karena mau mendengarkan apa yang di utarakan masyarakat demi 

kepentingan desa di desa Bontoala 

4. Sikap para pelaksanapun cepat tanggap terkait apa-apa saja yang di 

perlukan dalam pembangunan  di desa Bontoala 

5. Komunikasi antara organisasi terkait kegiatan-kegiatan 

pelaksanaan juga sudah sangat baik karena dengan 

berkomunikasi semua mulai dari perencanaan hingga terwujudnya 

pembangunan juga tak terlepas dari komunikasi antar pihak desa 

dan masyarakat di desa Bontoala 

6. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik sudah baik dikarenakan 

pembanguna ada yang sudah terealisasi dan ada yang sementara 

di kerjakan di desa Bontoala 

 

 

 



25 
 

 
 

G. Tinjauan Empiris  
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Ada beberapa penelitian di atas yang berfokus pada pendidikan, yang 

lain tentang kebijakan, dan yang lain telah dilaksanakan sesuai prosedur 

pandemi. Namun, sebagai akibat dari komunikasi yang buruk antara aparatur 

desa dan masyarakat serta partisipasi masyarakat yang rendah, rata-rata jurnal 

penelitian di atas menunjukkan hasil yang minim atau belum berjalan dengan 

baik. Perbedaan penelitian saya adalah saya ingin mengetahui bagaimana 

Alokasi Dana Desa didistribusikan, mulai dari pendidikan, pembangunan 

infrastruktur, pertanian, dan juga tentang kebijakan-kebijakan pemerintah desa 

tentang Alokasi Dana Desa, apakah sudah berjalan dengan baik atau masih 

belum maksimal. Selain itu, pandemi COVID-19 baru saja berakhir, yang 

mengancam kemakmuran masyarakat.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif digunakan. Menurut 

Moleong (2011), penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dalam 

kondisi objek alamiah, di mana antara individu dengan latar atau konteks alami, 

dan bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian secara menyeluruh, termasuk perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, 

dan lainnya. Selain itu, peneliti sendiri menjadi alat penting dalam penelitian 

karena penelitian bergantung pada pengamatan peneliti di suatu wilayah 

tertentu. Hanya peneliti yang dapat berinteraksi dengan orang-orang di wilayah 

tersebut, baik dalam bahasanya maupun dalam peristilahannya, yang 

menjadikannya instrumen utama dalam penelitian mereka. 

B. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada pengelolaan alokasi dana desa dalam 

upaya meningkatkan pembangunan desa di Desa Bontoala, yang terletak di 

Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Lokasi penelitian dipilih karena 

dianggap dapat mengatasi masalah yang diangkat dalam penelitian ini. 

Akibatnya, peneliti dapat bertemu langsung dengan para subjek dalam penelitian 

ini. 

C. Waktu Dan Lokasi Penelitian  

Penelitian tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini akan 

dilakukan di desa Bontoala, di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Tujuan 

dari pemilihan lokasi penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat membantu meningkatkan 
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pembangunan di Desa Bontoala. Penelitian ini diperkirakan akan berlangsung 

selama dua hingga tiga bulan. 

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data: Data kualitatif yang dikumpulkan di Kantor Desa Bontoala dan 

disajikan dalam bentuk angka, grafik, dan deskripsi. 

2. Sumber Data;  

a. Data Primer: Data ini berasal dari informasi langsung dari informan yang 

diwawancarai dan diamati saat mengumpulkan data tentang pengelolaan 

Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Bontoala Kecamatan Pallangga 

Kabupaten Gowa. Ini dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan data 

lapangan, yang terutama diperoleh melalui dokumentasi. 

b. Data sekunder: Data sekunder merupakan sumber data pendukung yang 

diperlukan untuk melengkapi data primer yang di kumpulkan. Hal ini 

dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan. 

Data sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Tiga teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

digunakan untuk mendapatkan data yang valid dan relevan:  

1. Observasi: Teknik ini digunakan untuk melakukan pengamatan dan 

pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang benar-benar 

terjadi di Kantor Desa Towara Pantai dan di Desa Towara Pantai 

Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara. Kegiatan pengamatan ini 

dilakukan untuk mendapatkan keterangan lebih akurat tentang gejala-

gejala yang terjadi di objek penelitian ini. 
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2. Wawancara. Teknik ini melibatkan tanya jawab langsung antara dua atau 

lebih orang. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan informan 

atau responden. Peneliti menggunakan aplikasi voice recorder di 

handphone merekam hasil wawancara responden. Selain itu, peneliti 

menggunakan alat tulis, termasuk ballpoint dan buku, untuk menulis poin 

penting yang disampaikan responden. Diminta agar responden 

memberikan informasi dalam bentuk fakta yang terjadi, pendapat yang 

ingin disampaikan, sikap, dll. 

3. Teknik Dokumentasi: Teknik ini mengumpulkan data dengan mempelajari, 

mencatat, atau membuat salinan dari dokumen dan arsip yang relevan. 

Dalam pedoman dokumentasi, peneliti menggunakan ponsel untuk 

mendukung data yang mereka peroleh dari wawancara dan observasi 

mereka. Peneliti mengambil foto setiap saat penting untuk mendukung 

hasil penelitian. 

F. Teknik Analisis Data  

Analisis data adalah proses mengolah data. Dalam analisis ini, data 

diperoleh, diproses, dan digunakan untuk menyimpulkan masalah yang diajukan 

dalam penelitian. Dalam penelitian ini, beberapa teknik analisis data digunakan, 

termasuk  

1. Reduksi Data: Analisis ini melibatkan menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan 

data sehingga dapat dibuat kesimpulan akhir. Tidak perlu mengartikan 

reduksi sebagai jumlah data. 

2. Penyajian Data: Salah satu bagian dari pelaporan hasil penelitian adalah 

penyediaan data, yang dilakukan agar data dapat dipahami dan 
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dianalisa sesuai dengan tujuan. Data biasanya disajikan dengan uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. 

3. Kesimpulan: Salah satu teknik kualitatif dan analisis adalah penarikan 

kesimpulan. membuat kesimpulan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Desa Bontoala  

1. Gambaran Umum Demografi 

Salah satu kecamatan di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, adalah 

Pallangga. Wilayah Bontoala memiliki kode 73.06.07.2005. Kelurahan Bontoala 

memiliki luas sekitar +0,13 km. Namanya berasal dari kata "Bontoala", yang 

artinya "bonto", yang artinya "bukit atau gunung-gunung kecil", dan "ala", yang 

artinya "hutan atau pohon kecil yang tumbuh di atas gunung. Jadi, orang-orang di 

sekitarnya setuju untuk memberinya nama bontoala.  

 

2. Struktur Organisasi Desa 

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, setiap desa harus 

melaksanakan tugas pemerintahan yang ditetapkan dalam UU tersebut. 

Pembagian wewenang yang tepat untuk menjalankan pemerintahan desa sangat 

penting agar pemerintahan desa dapat beroperasi dengan baik sesuai dengan 

undang-undang. Setiap desa memiliki struktur organisasi yang berbeda, yang 

berarti mereka memiliki izin perangkat yang berbeda. Salah satu tanggung jawab 

pemerintah desa adalah sebagai berikut 
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1) Memimpin penyelenggaraan Pemdes berdasarkan kegiatan yang 

ditetapkan bersama BPD. 

2) Mengajukan rencana peraturan Desa 

3) Menetapkan peraturan Desa.  

4) Mengajukan rencana APBDes.  

5) Meningkatkan kehidupan masyarakat Desa.  

6) Meningkatkan perekonomian Desa. 

7) Mengorganisasikan pembangunan Desa secara partisipatif.  

8) Meningkatkan kesejahteraan rakyat 

9) Ketentraman dan ketertiban 

10) Menjalin kerja sama dengan mitra Pemdes 

11) Meningkatkan pendapatan. 
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Gambar berikut menunjukkan struktur pemerintahan Desa Bontoala di 

Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa: 

Gambar 4.1 Susunan Srtuktur Pemerintah Desa Bontoala Kec. Pallangga 

Kab. Gowa 

 
Sumber: Buku Profil Desa Bontoala, Tahun 2020 

Untuk masing-masing tugas dan fungsi perangkat desa akan 

dijelaskan sebagai berikut:  

1. Kepala desa berhak untuk melaksanakan tugas-tugas berikut:  

a) Memimpin tata kelola dan manajemen pedesaan;  

b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa; dan  

c) Mengawasi keuangan dan aset pedesaan.  

d) Menetapkan peraturan desa.  

e) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa. 

f) Meningkatkan kehidupan masyarakat desa. 
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g) Menjaga ketenangan dan keamanan. 

h) Mengusulkan dan menerima pelepasan kekayaan negara untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.  

i) Mengembangkan kehidupan sosial dan budaya masyarakat desa.  

j) Menggunakan teknologi yang efisien.  

k) Proses partisipasi dalam pembangunan desa  

l) Bertindak sebagai perwakilan desa baik di dalam maupun di luar 

pengadilan, atau memilih kuasa hukum untuk melakukannya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

m) Melakukan pekerjaan dengan orang lain sesuai dengan peraturan dan 

hukum. 

2. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Desa adalah sebagai berikut: 

a) Membantu kepala desa menjalankan fungsi pemerintahan desa dan  

b) Memberikan saran kepada kepala desa saat mereka membuat kebijakan 

pemerintahan desa 

c) Menjalankan tugas ketatausahaan seperti pengaturan, surat menyurat, 

arsip, dan ekspedisi. 

d) Menjalankan tugas umum seperti penataan administrasi perangkat desa, 

penyediaan prasarana dan kantor, persiapan rapat, pengelolaan aset, 

inventarisasi, perjalanan dinas, dan layanan umum. 

e) Menjalankan tugas keuangan seperti pengawasan administrasi 

keuangan, pengelolaan sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi 

administrasi. 

3. Kepala urusun umum mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: 
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a) Membantu sekretaris desa melaksanakan tugas-tugas administrasi, 

umum, dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan  

b) Melaksanakan tugas ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi 

surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, penataan admisitrasi perangkat 

desa dan kantor, persiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, 

perjalanan dinas, dan layanan umum.   

c) Menurut peraturan perundang-undangan, kepala urusan keuangan harus 

membantu sekretaris desa dalam hal keuangan dan tugas lainnya.  

4. Tugas dan fungsi kepala urusan administrasi desa adalah membantu kepala 

desa dalam mengelola administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman, 

dan ketertiban masyarakat desa, dan mempersiapkan bahan perumusan 

kebijakan dalam produk hukum desa. Fungsi: melaksanakan kegiatan 

administrasi kependudukan, melaksanakan kegiatan administrasi pertanahan, 

melaksanakan kegiatan pencatatan monografi desa, melaksanakan tugas-

tugas layanan publik, dan melaksanakan kegiatan administrasi 

kependudukan. 

5. Kasi kesejahteraan rakyat mempunyai tugas: 

a) Membantu kepala desa sebagai kepala teknis, melakukan tugas 

operasional, dan melakukan tugas lain sesuai peraturan perundang-

undangan.  

b) Membangun infrastruktur pedesaan, pendidikan, kesehatan, dan tugas 

sosialisasi, serta mendorong masyarakat untuk melakukan hal-hal di 

bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, olahraga, dan karang 

taruna. 
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c) Kasi pembangunan ditugaskan untuk menyusun rencana dan program 

kegiatan untuk seksi pembangunan desa berdasarkan hasil evaluasi 

kegiatan tahun sebelumnya serta peraturan perundang-undangan.  

d) Meninjau masalah, peraturan, dan hukum untuk menjelaskan perintah 

atasan.  

e) Memberikan tugas kepada bawahan sesuai ruang lingkup tanggung 

jawabnya, serta memberikan arahan dan petunjuk dalam bentuk lisan 

maupun tertulis untuk meningkatkan pelaksanaan tugas. 

f) Menyediakan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis di bidang 

pembangunan desa. 

g) Menyediakan bahan untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis.  

6. Selain itu, kasi pemerintahan memiliki tugas dan fungsi. Tugasnya, membantu 

kepala desa sebagai pelaksana teknis dan melaksanakan tugas operasional 

dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fungsinya, 

melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan; membantu sektretaris 

desa dalam menyusun rancangan produk hukum desa; pembinaan masalah 

pertanahan, ketentraman dan ketertiban; pelaksanaan upaya perlindungan 

masyarakat, kependudukan, dan keamanan; dan penagihan. 

7. Tugas dan fungsi kepala dusun: 

a) Menjaga keamanan dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan 

masyarakat, mengatur mobilitas penduduk, mengatur dan mengelola 

wilayah, dan meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat 

untuk menjaga lingkungan. 

b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. 
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c) Melakukan pengembangan masyarakat dan meningkatkan kesadaran 

masyarakat akan lingkungan. 

 
B. Penyajian Hasil Data 

Tim pelaksana Desa sepenuhnya bertanggung jawab atas 

pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh ADD. Dalam menerapkan ADD, mereka 

harus berkomunikasi dengan seluruh masyarakat. Pemerintah Desa berusaha 

meningkatkan transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) 

dengan memberikan informasi ini kepada publik. Tabel berikut menunjukkan hasil 

pembangunan yang didanai ADD di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. 

1. Implementasi Dana Desa Untuk Pedesaan 

Tabel 4.2 Data ADD Pembangunan Desa Bontoala Tahun 2023 

Pembangunan Desa 

Sub Bidang Pendidikan   

        Penyelenggaraan Paud/ TK/ TPA/ TKA/ 
TPQ/MadrasahNon Formal Milik Desa (Honor, Pakaian, DLL) 

 Rp      37.742.100,00  

        Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat  Rp      70.271.000,00  

        Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin/Berprestasi  Rp     4.000.000,00  

Sub Bidang Kesehatan   

        Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes  
Milik Desa (Obat, Insentif, KB, Dsb) 

 Rp      12.525.850,00  

        Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan,  
Kis Bumil,  Lansia, Insentif 

 Rp    127.151.500,00  

        Penyuluhan dan pelatihan Bidang Kesehatan  
(Untuk Masy. Tenaga Kader Kesehatan Dll) 

 Rp      22.750.000,00  

        Pembangunan Rehabilitas/ Peningkatan/Pengadaan   
Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD 

 Rp      21.854.475,00  

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang   

        Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan  
Jalan Lingkungan Pemukiman 

 Rp    384.726.750,00  

        Pembuatan/PemutakhiranPeta wilayah dan Sosial  
Desa (Dipilih) 

 Rp      10.575.000,00  

Sub Bidang Kawasan Pemukiman   

        Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum/DLL  Rp      36.339.102,00  

        Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan Sistem  
Pembuangan Air Limbah  Rp    127.740.750,00  
Sumber: Buku Profil Desa Bontoala, 2023 
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Disini total Dana Alokasi Desa yang dibutuhkan untuk pembangunan 

desa sekitar Rp. 855.676.527 yang dimana sudah terealisasi 50% dan sisanya 

yaitu Rp. 427.838.263 yang belum terpakai dikarenakan pada tahun 2022 

pembangunan sudah 86% tercapai dari total dana Rp. 680.696.500 dan yang 

terealisasi sebesar Rp. 587.814.100 

2. Implementasi Dana Desa Bid. Penyelenggaraan Desa 

Tabel 4.3 Data ADD Bidang Penyelenggaraan 

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahaan Desa 

Penyelenggaraan Belanja SILTAP, Tunjangan Dan 
Operasional Pemerintahan   

Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan  
Kepala Desa 

 Rp    26.500.000,00  

Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa   Rp  304.800.000,00  

Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa  Rp      1.045.200,00  

Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan  
PPKD, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian 

 Rp    52.305.764,00  

Tunjangan BPD  
             

 Rp         113.400,00  

Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Perleng-
kapan Perkantoran, Pakaian Seragam Perjalanan, Listrik Dll 

 Rp      6.713.138,00  

Insentif/ Operasional RT/RW  Rp  150.600.000,00  

Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa   

Penyediaan Sarana ( Aset Tetap) Perkantoran/ 
Pemerintahan 

 Rp    31.858.000,00  

         Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa  Rp    79.092.050,00  

Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 
Dan Pelaporan 

  

        Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/ 
RKPDesa Dll) 

 Rp      5.880.000,00  

Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDES,  
APBDES Perubahan, LPJ, Dll)  

 Rp    13.636.920,00  

Sumber: Buku Profil Desa Bontoala, 2023 

Disini total Dana Alokasi Desa yang dibutuhkan untuk 

penyelenggaraan pemerintah desa sekitar Rp. 838.408.451 yang dimana sudah 

terealisasi 50% dan sisanya yaitu Rp. 419.204.230 yang belum terpakai 
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dikarenakan pada tahun 2022 pembangunan sudah 96% tercapai dari total dana 

Rp. 729.079.700 dan yang terealisasi sebesar Rp. 697.732.600 sisanya Rp. 

31.347.100 

3. Implementasi Dana Desa Bid. Penanggulangan Bencana Desa 

Tabel 4.4 Data ADD Dalam Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, Dan 
Mendesak desa 

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, Dan Mendesak Desa 

Sub Bidang Penanggulangan Bencana    

         Kegiatan Penanggulangan Bencana  Rp      25.000.000,00  

Sub Bidang Keadaan Mendesak   

         Penanganan Keadaan Mendesak  Rp      35.600.000,00  

Sumber: Buku Profil Desa Bontoala, 2023 

Disini total Dana Alokasi Desa yang dibutuhkan untuk penanggulangan 

bencana, darurat, dan mendesak desa sekitar Rp. 460.600.000 yang dimana 

belum terealisasi dikarenakan tidak adanya bencana yang terjadi didesa 

bontoala 2023 begitu pula pada tahun 2022 sebesar 727.200.000 yang juga tidak 

terealisasi karena tidak terjadi bencana pada tahun tersebut 

4. Implementasi Dana Desa Bid. Pembinaan kemasyarakatan Desa 

Tabel 4.5 Data ADD Dalam Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 

Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan 
Masyarakat 

 Rp           21.600.000,00  

Sumber: Buku Profil Desa Bontoala, 2023 

Disini total Dana Alokasi Desa yang dibutuhkan untuk pembinaan 

kemasyarakat sekitar Rp. 21.600.000 yang dimana sudah terealisasi 50% dan 

sisanya yaitu Rp. 10.800.000 yang belum terpakai dikarenakan pada tahun 2022 

pembinaan kemasyarakatan sudah tercapai 75% dari total dana Rp. 21.600.000 

dan yang terealisasi sebesar Rp. 16.200.000 sisanya Rp. 5.400.000 
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5. Implementasi Dana Desa Bid. Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Tabel 4.6 Data ADD Dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat  

Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

Sub Bidang Kelautan dan Perikanan  Rp             8.270.000,00  

Sub Bidang Pertanian dan Peternakan   

         Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa 
Dll)  Rp         302.556.000,00  

         Pelatihan Bimtek/Pengenalan/Tekhnologi Tepat Guna Untuk  
Pertanian/Peternakan  Rp           39.630.000,00  

Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa   

         Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa  Rp           14.994.000,00  

Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & 
Keluarga   

         Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan  Rp           36.360.000,00  

Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal  Rp           13.910.000,00  

         Pelatihan Pengenalan BUM Desa (Pelatihan Yang 
Dilaksanakan  oleh PEMDES  Rp           36.380.000,00  
Sumber: Buku Profil Desa Bontoala, 2023 

Disini total Dana Alokasi Desa yang dibutuhkan untuk pemberdayaan 

masyarakat sekitar Rp. 415.720.000 yang dimana sudah terealisasi 50% dan 

sisanya yaitu Rp. 207.860.000 yang belum terpakai dikarenakan pada tahun 

2022 pemberdayaan Mayarakat sudah tercapai 100% dari total dana Rp. 

385.916.000 dan yang terealisasi sebesar Rp. 385.881.000 sisanya Rp. 

35.000.000 

Dari data tersebut Diatas, hasil yang diperoleh di Desa Bontoala rata-

rata dapat dibuktikan secara fisik. Evaluasi pelaksanaan rencana ADD juga 

memandu masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan komentar 

dan koreksi atas pelaksanaan ADD. Serta tingkat penurunan kemiskinan juga 

sudah menurun 50% yang dimana ada Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang 

dianggarkan sebesar Rp. 200.000.000 tersisa Rp. 100.000.000 

C.  Pembahasan  

Kebijakan publik adalah kumpulan tindakan yang dilakukan oleh 

pemerintah untuk menyelesaikan masalah masyarakat, baik secara langsung 
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maupun melalui lembaga yang mempengaruhi masyarakat, menurut definisi woll 

yang dikutip oleh Hessel dalam Ahmad Subandi (2018: 21). Pertama, kebijakan 

dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat; kedua, hasil kebijakan 

disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk program; dan ketiga, bagaimana 

kebijakan berdampak pada kehidupan masyarakat.   

Implementasi kebijakan publik adalah tahap penting dalam proses 

kebijakan di mana rencana kebijakan diubah menjadi tindakan nyata. Ini 

melibatkan penerapan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau 

lembaga terkait. Implementasi dapat menjadi sulit karena melibatkan banyak 

orang, sumber daya yang terbatas, dan situasi yang kompleks. Langkah-langkah 

untuk Melaksanakan Kebijakan: 

1) Perencanaan Implementasi: Ini adalah tahap di mana rencana 

pelaksanaan kebijakan dibuat. Penentuan tugas, alokasi sumber daya, 

jadwal, dan identifikasi pihak yang terlibat dalam implementasi adalah 

semua bagian dari ini.  

2) Koordinasi: Untuk memastikan bahwa semua pihak bekerja sama sesuai 

dengan rencana, banyak departemen, lembaga, dan pihak terkait bekerja 

sama untuk menerapkan kebijakan 

3) Komunikasi: Komunikasi efektif sangat penting. Semua pihak terlibat dan 

masyarakat harus menerima informasi kebijakan secara jelas dan tepat 

waktu. 

4) Pelaksanaan Tindakan: Rencana dilaksanakan. Ini dapat mencakup 

pembagian sumber daya, pelaksanaan program, atau perubahan 

peraturan. 



47 
 

 
 

5) Pemantauan: Proses ini mencakup pengawasan rutin terhadap 

pelaksanaan kebijakan. Perbaikan dapat dilakukan jika terjadi 

ketidaksesuaian dengan rencana. 

6) Evaluasi: Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tujuan 

kebijakan telah dicapai. 

Berdasarkan diskusi dan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa:  

1. Penggunaan Dana Desa di Desa Bontoala sudah berjalan efektif karena 

banyak masyarakat mendapat manfaat dari banyak pembangunan fisik 

dan non-fisik.yang dimana sesuai dengan prokernya diantaranya yang 

secara fisik adalah paving blok, dan drainase. 

2. Dalam proses perencanaan anggaran, toko masyarakat, tokoh agama, 

pemuda, dan perempuan telah berkontribusi pada kontribusi Alokasi 

Dana Desa. 

3. Faktor yang menghambat pelaksanaan adalah fakta bahwa sebagian 

besar masyarakat belum memahami tujuan dari pembangunan yang 

dibangun pemerintah desa, yang menghambat proses pembangunan di 

desa bontoala. 



 

48 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bontoala telah dilaksanakan dengan baik. 

2. Kontribusi dari ADD telah dipenuhi dengan partisipasi toko masyarakat, 

tokoh agama, pemuda, dan perempuan saat merencanakan anggaran. 

3. Faktor yang menghambat pelaksanaan adalah fakta bahwa sebagian besar 

masyarakat belum memahami tujuan dari pembangunan yang dibangun 

pemerintah desa, yang menghambat proses pembangunan di desa bontoala.  

B. Saran 

Peneliti mengusulkan hal-hal berikut berdasarkan temuan penelitian:  

1. Peneliti harus terlebih dahulu berkomunikasi dengan informan mengenai 

jumlah waktu yang dihabiskan untuk wawancara.  

2. Partisipasi masyarakat harus ditingkatkan agar mereka dapat berpartisipasi 

lebih banyak dalam pertemuan musrenbangdes pemerintah desa, yang 

dapat membantu dalam pengambilan keputusan tentang rencana 

pembangunan desa yang lebih baik.  

3. Peneliti harus lebih sering melakukan wawancara dengan orang lain.
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Wawancara 

Lampiran VI 

No Pertanyaan Hasil Wawancara 
1 Bagaimana alokasi dana desa di 

Desa Bontoala, Kabupaten 
Gowa direncanakan dan 
disusun? 
 

Sudah direncanakan dengan seksama 
dengan melalui Musyawarah Dusun 
sampai Musyawarah Desa Muslembang. 
Sesuai dengan pagu penggunaan 
anggaran 

2 Apa tujuan utama dari alokasi 
dana desa di Desa Bontoala? 

Tujuan utamanya untuk pemberdayaan 
masyarakat dan pembangunan desa di 
desa bontoala.  

3 Bagaimana proses 
penganggaran dan penentuan 
alokasi dana desa dilakukan di 
Desa Bontoala? 

Kita sesuai dengan pagunya misalnya 
ada pembangunan berapa ukurannya 
sesuai dengan badget dananya baru kita 
nanti buat perencanaan, setelah kita 
rencanakan anggarkan baru nanti kita 
musyawarah dusun, musyawarah desa 
baru muslembang. Jadi tetap 
direncanakan sebelum direalisasikan..  

4 Apakah terdapat mekanisme 
partisipasi masyarakat dalam 
proses pengambilan keputusan 
terkait alokasi dana desa di 
Desa Bontoala? 
 

 Terdapat karna sebelum mengadakan 
musyawarah dusun kita panggil tokoh 
masyarakat, tokoh agama, tokoh 
pemuda, Tokoh perempuan untuk 
mengeluarkan aspirasinya untuk 
pembangunan 

5 Bagaimana sistem pemantauan 
dan evaluasi pelaksanaan 
alokasi dana desa di Desa 
Bontoala? 

Tetap dievaluasi oleh Badan Pengawas 
Desa (BPD)  setiap penganggaran  
 

6 Apa saja jenis proyek atau 
program pembangunan yang 
telah dilaksanakan 
menggunakan dana desa di 
Desa Bontoala? 

Ada peping blok, drainase, semua yang 
jalan tani juga ada  

7 Bagaimana efektivitas dan 
dampak dari implementasi 
alokasi dana desa terhadap 
pembangunan di Desa 
Bontoala? 

Sudah efektif dan di apresiasi oleh 
masyarakat 
 

8 Bagaimana peran pemerintah 
desa dan masyarakat dalam 
mengawasi dan memastikan 
penggunaan dana desa yang 
tepat sasaran di Desa Bontoala? 

Tetap kita di awasi oleh BPD selaku 
Bada Pengawasan Desa. Apabila kita 
melenceng dari hal-hal yang tidak kita 
inginkan BPD bisa menegur kita selaku 
aparat desa  
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9 Apakah terdapat tantangan atau 
hambatan yang dihadapi dalam 
implementasi alokasi dana desa 
di Desa Bontoala, dan 
bagaimana cara mengatasinya? 

Ada tantangan tetapi tetap di berikan 
solusi 
 

10 Bagaimana rencana atau 
langkah-langkah yang akan 
diambil untuk meningkatkan 
efektivitas dan efisiensi alokasi 
dana desa di Desa Bontoala ke 
depannya? 

Terus berkoordinasi dengan masyarakat 
baik tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh 
perempuan dan tokoh masyarakat 
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